PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR J. TAHUN 2023

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

Menimbang

Mengingat

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA

BUPATI SUMBAWA,

bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, motivasi,
disiplin dan kesejahteraan serta mewujudkan aparatur
pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi
dan nepotisme yang bermuara pada peningkatan
kualitas pelayanan publik, perlu memberikan tambahan
penghasilan pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Sumbawa;

bahwa sesuai ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah, mengamanatkan Kriteria pemberian tambahan
penghasilan ditetapkan dengan Peraturan Kepala
Daerah;

bahwa Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 2 Tahun 2021
tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil
Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Sumbawa Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 2 Tahun 2021
tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil
Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa,
sudah tidak sesuai dengan perkembangan pengaturan
terkait dengan tambahan penghasilan pegawai, sehingga
perlu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan
. Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa;

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);



10.

11.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang
Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5258); ‘

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesta Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6718};

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 15
Tahun 2022 tentang Pengeloaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2022
Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sumbawa Nomor 711});

Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran
Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2016 Nomor 12,
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Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa
Nomor 641) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa
Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten
Sumbawa Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 694);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN

PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA,

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

o kW

10.

11.

12.

13.

Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan  urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Sumbawa.
Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sumbawa.
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa.

Perangkat Daerah adalah wunsur pembantu Bupati dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa selaku
Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang.

Unit Kerja adalah bagian pada Perangkat Daerah Sekretariat Daerah
yang melaksanakan satu atau beberapa program dan kegiatan.

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam
rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan
uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan
dengan hak dan kewajiban daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Sumbawa.

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi
pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja
yang bekerja pada instansi pemerintah.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara
Indonesia yang memenubhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN
secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki
jabatan pemerintahan.

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat
PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu,
yvang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu
dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

(1)

(2)

Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas tanggung jawab,
wewenangdanhakseorangpegawai.

Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi
pemerintah.

Pejabat Pimpinan Tinggi adalah pegawai ASN yang menduduki Jabatan
Pimpinan Tinggi.
Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan

tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi
pemerintahan dan pembangunan.

Pejabat Administrasi adalah pegawai ASN yang menduduki Jabatan
Administrasi pada instansi pemerintah.

Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan
tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi
pemerintahan dan pembangunan.

Pejabat Pelaksana adalah sekelompok pegawai ASN yang bertanggung
jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi
pemerintahan dan pembangunan.

Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan
tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada
keahlian dan keterampilan tertentu dalam suatu satuan organisasi yang
dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau
keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya
disyaratkan dengan angka kredit.

Pejabat Fungsional adalah pegawai ASN yang menduduki Jabatan
Fungsional pada instansi pemerintah.

Nilai Jabatan adalah hasil penjumlahan nilai faktor-faktor jabatan yang
dievaluasi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan berdasarkan batas-batas nilai
jabatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah
penghasilan yang diberikan kepada ASN dalam rangka meningkatkan
kinerja, motivasi, disiplin dan kesejahteraan sesuai dengan kemampuan
keuangan daerah.

Pasal 2

ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa selain diberikan

penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,
diberikan TPP setiap bulan.

Selain TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ASN dapat diberikan
TPP ketiga belas sesuai kemampuan keuangan daerah.

BAB I
PRINSIP PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 3

Pemberian TPP menggunakan prinsip-prinsip:

a.

b.

kepastian hukum dimaksudkan bahwa pemberian TPP mengutamakan
landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan;

akuntabel dimaksudkan bahwa pemberian TPP dapat

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
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proporsionalitas dimaksudkan bahwa pemberian TPP mengutamakan
keseimbangan antara hak dan kewajiban ASN;

efektif dan efisien dimaksudkan bahwa pemberian TPP sesuai dengan
target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan
kinerja yang ditetapkan;

keadilan dan kesetaraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP harus
mencerminkan rasa  keadilan dan kesamaan untuk memperoleh
kesempatan akan fungsi danperan sebagai ASN;

kesejahteraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP diarahkan untuk
menjamin kesejahteraan ASN; dan

optimalisasi dimaksudkan bahwa pemberian TPP sebagai hasil
optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah.

BAB III
KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 4

TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan berdasarkan kriteria:

a
b
c.
d
€
f.

(1)
(2)
(1)
(2)

(1)

(2}

beban kerja;

prestasi kerja;

tempat bertugas;

kondisi kerja;

kelangkaan profesi; dan/atau

pertimbangan objektif lainnya.

Pasal 5

TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
huruf a, diberikan kepada ASN yang dalam melaksanakan tugas
melampaui beban kerja normal minimal 112,5 jam per bulan (seratus
dua belas koma lima jam per bulan) atau batas waktu normal minimal
170 jam per bulan (seratus tujuh puluh jam perbulan).

Alokasi TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran basic TPP.

Pasal 6

TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
huruf b, diberikan kepada ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi
sesuai bidang keahliannya atau inovasi dan diakui oleh pimpinan
diatasnya.

Alokasi TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran basic TPP.

Pasal 7

TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
huruf c, diberikan kepada ASN yang melaksanakan tugasnya berada di
daerah dengan tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.

Alokasi TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari besaran basic TPP.



(1)

()

(3)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

Pasal 8

TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
huruf d, diberikan kepada ASN dalam melaksanakan tugas dan tanggung
jawab yang memiliki resiko tinggi seperti resiko kesehatan, keamanan
jiwa, dan lainnya.

Kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kriteria:
a. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;

b. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia
berbahaya/radiasi/bahan radiokatif;

pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja;

e

d. pekerjaan yang berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak
hukum;

e. pekerjaan yang satu tingkat dibawahnya dibutuhkan analis atau
jabatan yang setingkat, namun tidak ada pejabat pelaksananya;
dan/atau

f. pekerjaan yang satu tingkat dibawahnya sudah didukung oleh
jabatan fungsional dan tidak ada jabatan struktural dibawahnya.

Alokasi TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2), sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran basic
TPP.

Pasal O

TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
4 huruf e, diberikan kepada ASN yang melaksanakan tugas dengan
kriteria:

a. keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan bersifat khusus; dan

b. kualifikasi ASN sangat sedikit/hampir tidak ada yang memenuhi
pekerjaan dimaksud.

Selain berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPP
berdasarkan kelangkaan profesi juga diberikan kepada ASN yang
melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di Pemerintah
Daerah.

Alockasi TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2), diberikan paling sedikit 10% (sepuluh persen}
dari besaran basic TPP.

Pasal 10

TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diberikan kepada
pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-
undangan.

Alokasi TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), sesuai kemampuan keuangan daerah dan
karakteristik daerah.

Pasal 11

Besaran TPP berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
sampai dengan Pasal 10 tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BAB IV
PENETAPAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI.

Pasal 12

(1) Penetapan besarnya TPP didasarkan pada parameter:

a.
b.
C.
d.

kelas jabatan;
indeks kapasitas fiskal daerah;
indeks kemahalan konstruksi; dan

indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

(2) Besaran tertinggi TPP ASN yang dapat diberikan diperoleh menggunakan
rumus:

(besaran tunjangan kinerja Badan Pemeriksa Keuangan per kelas
jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) x (indeks
kapasitas fiskal daerah} x (indeks kemahalan konstruksi) x (indeks
penyelenggaraan Pemerintah Daerah).

BABV
PEMBERIAN DAN PENGURANGAN
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 13
(1) TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak diberikan kepada ASN
yang:

a. tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada Perangkat
Daerah;

b. diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;

c. diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;

d. diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/lembaga Negara dan/
atau lembaga lainnya di luar Pemerintah Daerah;

e. diberikan cuti di luar tanggungan Negara atau dalam bebas tugas
untuk menjalani masa persiapan pensiun;

f. ditugaskan sebagai pejabat kepala sekolah, guru
dan pengawas seckolah yang telah mendapatkan tunjangan
profesi guru,;

g. melaksanakan tugas belajar;

h. belum menyelesaikan kewajiban Tuntutan Perbendaharaan dan

Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR); dan/atau

belum/tidak menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara
Negara (LHKPN) bagi ASN yang wajib melaporkan sesuai jangka
waktu yang ditentukan.

(2) Pengurangan TPP diberlakukan pada ASN yang:

a.

x{

tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah pada bulan berjalan,
maka diberikan pengurangan TPP:

1. sebesar 3% (tiga persen} untuk tiap 1 (satu} hari tidak masuk
kerja; dan

2. paling banyak sebesar 100% (seratus persen) untuk tiap 1 (satu)
bulan tidak masuk kerja;

terlambat masuk kerja tanpa keterangan yang sah pada bulan
berjalan, maka diberikan pengurangan TPP:
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(3)

(4)

(1)
(2)

(3)

(1)

(2)

1. terlambat 1 (satu) menit sampai dengan kurang dari 31 menit
diberikan pengurangan 0,5% (nol koma lima persen);

2. terlambat 31 menit sampai dengan kurang dari 61 menit
diberikan pengurangan 1% (satu persen);

3. terlambat 61 menit sampai dengan kurang dari 91 menit
diberikan pengurangan 1,25% {satu koma dua puluh lima persen);
dan

4. terlambat sama dengan atau lebih dari 91 menit diberikan
pengurangan 1,5% (satu koma lima persen).

c. pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan, diberikan
pengurangan TPP sebagai berikut:

1. pulang sebelum waktunya 1 menit sampai dengan kurang dari 31
menit diberikan pengurangan 0,5% (niol koma lima perseny);

2. pulang sebelum waktunya 31 menit sampai dengan kurang dari
61 menit diberikan pengurangan 1 %(satu persen);

3. pulang sebelum waktunya 61 menit sampai dengan kurang dari
91 menit diberikan pengurangan 1,25 % (satu koma dua puluh
lima persen); dan

4. pulang sebelum waktunya sama dengan atau lebih dari 91 menit
dan/atau tidak mengisi daftar hadir pulang kantor diberikan
pengurangan 1,55% (satu koma lima persen).

d. Tidak mengikuti upacara/apel pagi/senam tanpa keterangan yang
sah dikenakan pengurangan TPP sebesar 2% (dua persen) dari
penilaian disiplin kerja.

Ketidakhadiran, keterlambatan, meninggalkan kantor sebelum waktu

pulang dan tidak mengikuti upacara/apel pagi/senam dengan alasan

dinas luar, sakit dan cuti kecuali cuti diluar tanggungan negara, tidak
diberlakukan pengurangan TPP.

ASN yang tidak hadir dengan alasan sakit sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), lebih dari 1 (satu) hari, harus dibuktikan dengan surat
keterangan sakit dari dokter atau surat cuti sakit.

BAB VI
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 14
Pembayaran TPP dilakukan setiap bulan berdasarkan disiplin kerja.

Penilaian disiplin kerja dilakukan berdasarkan rekapitulasi kehadiran
pegawai pada saat masuk kerja dan pada saat pulang kerja.

Pengajuan permintaan pembayaran TPP ke Bendahara Umum Daerah
dengan melampirkan daftar tanda terima sesuai format sebagaimana
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
dan Pasal 14, setiap Perangkat Daerah atau Unit Kerja wajib
menyediakan perangkat kehadiran elektronik/mesin absensi elektronik.

Apabila perangkat kehadiran elektronik/mesin absensi elektronik belum
tersedia atau terjadi kendala/tidak dapat d:noperasmnalkan maka dapat
dilaksanakan secara manual.
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Pasal 16

Bagi ASN yang diperbantukan atau diberi penugasan di luar instansi
Pemerintah Daerah, yang dalam penugasannya masih melaksanakan tugas
dan fungsi di Perangkat Daerahnya dapat diberikan TPP.

(1)

{2)

{3)

(4)

(3)

(6)

(7)

(8)

(9)

Pasal 17

Terhadap ASN yang pindah tugas ke Perangkat Daerah/Unit Kerja lain,
maka pemberian TPP dibebankan pada Perangkat Daerah/Unit Kerja
pada tempat tugas yang baru, dengan memperhatikan ketersediaan
anggaran pada Perangkat Daerah/Unit Kerja dimaksud.

Apabila ASN yang pindah tugas ke Perangkat Daerah/Unit Kerja lain
dalam pelaksanaan tugasnya lebih banyak di Perangkat Daerah/Unit
Kerja yang lama (Perangkat Daerah/Unit Kerja sebelum mutasi] pada
bulan berkenaan, maka pemberian TPP dibebankan pada Perangkat
Daerah/Unit Kerja yang lama (Perangkat Daerah/Unit Kerja sebelum
pindah tugas).

TPP terhadap ASN dari Perangkat Daerah/Unit Kerja Lain yang
mengalami pindah tugas masuk ke Perangkat Daerah/Unit Kerja di
lingkungan Pemerintah Daerah, dilakukan setelah ada Keputusan Bupati
dan terhitung sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas yang
dibuktikan dengan Surat Perintah Melaksanakan Tugas.

Apabila pindah tugas pegawai dilaksanakan sebelum Keputusan Bupati
ditetapkan atau hanya menggunakan Surat Perintah Melaksanakan
Tugas, maka pemberian TPP bagi pegawai yang pindah tugas tersebut di
Perangkat Daerah/Unit Kerja asal sebelum pindah tugas.

Apabila pada Perangkat Daerah/Unit Kerja tempat bertugas yang baru
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum tersedia anggaran, maka
pemberian TPP dilakukan setelah tersedianya alokasi anggaran di
Perangkat Daerah/Unit Kerja Lain tempat bertugas yang baru.

TPP ASN bagi Calon PNS dan PPPK dibayarkan sesuai dengan Jabatan
yang tercantum pada Surat Keputusan pengangkatan sebagai Calon PNS
dan PPPK.

TPP ASN bagi Calon PNS dan PPPK dibayarkan pada Tahun Anggaran
berikutnya. ‘

TPP ASN bagi Calon PNS formasi jabatan pelaksana dan jabatan
fungsional dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP
kelas jabatannya sampai dengan terbitnya keputusan pengangkatan dari
Calon PNS menjadi PNS.

TPP ASN bagi PPPK formasi jabatan pelaksana dan jabatan fungsional
dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP kelas
jabatannya pada tahun anggaran berkenaan dan pada tahun anggaran
berikutnya dibayarkan 100 % (seratus persen).

(10) Dalam hal belum ditetapkan kelas jabatan dan/atau tidak tersedianya

(1)

kotak/wadah jabatan pada peta jabatan, TPP diberikan sebesar 100%
(seratus persen) dari nilai TPP kelas jabatan terendah.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 18
Pemberian TPP dibebankan pada APBD.



(2)

{1)

(2)

{3)

(1)

(2)

TPP dilaksanakan dalam batas anggaran sebagaimana tercantum dalam
Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada masing-masing Perangkat Daerah
berikut perubahannya.

BAB VIII .
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Dalam hal ASN tidak mengikuti upacara/apel pagi/senam karena alasan
yang sah tidak dikenakan pengurangan TPP ASN dengan melampirkan
dokumen pendukung.

Pejabat Pelaksana Tugas atau Pejabat Pelaksana Harian diberikan TPP
tambahan, yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu)
bulan kalender.

Ketentuan mengenai TPP tambahan, yaitu:

a. pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap
sebagai Pejabat Pelaksana Tugas atau Pejabat Pelaksana Harian
menerima TPP ASN tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari
TPP ASN dalam Jabatan sebagai Pejabat Pelaksana Tugas atau
Pejabat Pelaksana Harian pada Jabatan yang dirangkapnya;

b. pejabat setingkat yang merangkap Pejabat Pelaksana Tugas atau
Pejabat Pelaksana Harian jabatan lain menerima TPP ASN yang lebih
tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN yang lebih
rendah pada Jabatan definitif atau Jabatan yang dirangkapnya;

c. pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan
tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Pejabat
Pelaksana Tugas atau Pejabat Pelaksana Harian hanya menerima
TPP ASN pada Jabatan TPP ASN Pegawai yang tertinggi; dan

d. TPP ASN tambahan bagi Pegawai yang merangkap sebagai Pejabat
Pelaksana Tugas atau Pejabat Pelaksana Harian dibayarkan
terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Pejabat Pelaksana Tugas
atau Pejabat Pelaksana Harian.

Pasal 20

Selain pemberian TPP berdasarkan Kkriteria sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4, ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang memiliki
beban kerja tinggi dapat diberikan honorarium.

Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan
kepada Pejabat dan/atau Pegawai yang mempunyai kedudukan pada:

a. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;

Tim Anggaran Pemerintah Daerah;

Tim Penyusun RKPD dan LKPJ Bupati;

Tim Kuasa Hukum Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa;

LA S R L~

Tim/Panitia/Dewan pada Perangkat Daerah yang menerapkan PPK-
BLUD;

f. Pengelola keuangan, pengelola perencanaan, bendahara barang
milik daerah, urusan perizinan dan urusan kepegawaian;

g. Tim yang yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-
undangan dan melibatkan paling sedikit 2 (dua) Perangkat Daerah
terkait; dan

10



{3)

(1)

(2)

h. Tim yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dalam rangka
optimalisasi pencapaian keluaran {output).

Ketentuan mengenai personil bagi pejabat dan pegawai di lingkungan
Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan
dengan keputusan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

TPP berdasarkan Peraturan Bupati ini dibayar terhitung sejak bulan
Januari 2023.

Pada saat Peraturan Bupati Sumbawa ini mulai berlaku, Peraturan
Bupati Sumbawa Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan
Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021 Nomor 2)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 1
Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor
2 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil
Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah
Kabupaten Sumbawa Tahun 2022 Nomor 1), dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal Januari 2023

‘ BUPATI SUfAWA %

\K MAHMUD ABDULLAH

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal ¢ Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA

HASAN BASRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2023 NOMOR Z

11
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